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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menungkatkan pengembangnn ksner,
pemeniihan kebwtuhan organisasi dan pemgembangan
kismpelensi Pegawal Negen Sipil, perlu mengubah
beberaps ketentusn  dalam Peraturan  Pemerintah
Nomor 11 Tabhun 2017 fentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan  scbagaimana

dimaksud pads horuf a, periu menctapkian
Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia tentang
Perubahan Atas Permturan Pemerintah Nomor 1]
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegowad Negeri

Sipil;

. Pasal 5 ayel [2) Undang-Undang Daswr Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,

Undung-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Apuratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republilk
Indanesin  Tabun 2014 Nomar 6, Tambahan
Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

O Pemmturan Pemenntoh Nomer 1l Tahun 2017

tentang Manajernen Pegawai Negeni Sipil (Lembaran
Negarn Republik Indonesin Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6037T];

MEMUTLISKAN; .
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN
PEGAWAI NEGER] SIPIL

Pasal |

Beberupa ketentuuny Perwturen Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Mamjemen Pegawal Negeri Sipil
(Lembaran Negarn Repubhk Incooesw Tehun 2017
Namor 63, Tambalian Lembaran  Nepgars  Republik
indanesio Nomar §037] diubah schags berikut:

I. KRetentuun Pusal 3 ditambahkan 1 (sam) ayat yakni
ayul 7). schingra berbunyi sebngai berikut:

Pamal 3
(L] Presiden selaku pemegang keluasaan tertnss
pembinaan  PNSE berwenang —menctapkan
penganghkalan, pemindahan, dan
pr:m.ht.'rheml.nn PINS
(2] Presiden dapat mendelegasikan kewenangan
menclupkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhention PNS kepada:
o, monteri di kemenlarian;
b pimpinan fembaga di Jembaga pemerintah
nonkarnenterian;
¢, sckretaris jendernl di sekretariat lembaga
neparn dan lembagn Honstrukoaral;
d, gubernur di provins:; dan
o, bupatifwallkota di kabupaten/kota

{3) Dikecunlikan . .,
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Dikecualiknn dan  ketentusn  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian bagi peijabat

pimpinan tinggl utama, pejabat pimpinan tngg

madyva, dan pejabat fungsionasl keahlian utarms.

Ketentuan schagaimana dimoksud pada ayot

{2) hurof a termasuk:

n. Jaksa Agung: dan

h. Kepald Kepalisinn Negarih  Republik
Indonesia.

Retentuan schagammsns dimaksyd pada ayat

(2] huruf b tormasuk jugs:

. Kepald Bodan Intelijon Negira; dan

b.  Pejabat lain yang ditentukan nleh Presiden

Kelentuan sebagaimana dimaksiid pads aval

[2) huraf ¢ termasuk juga Sekretars

Mahkamah Agung.

Pendelegasian  kewenangan sebagmimana

dimaksud pada ayat (2] dopat ditnrik hembaki

oleh Presiden dalam hatl:

a Polanggaran pnnsip  sistem meril vang
dilukuknn oleh PPK; atau

b, Unitae menmgharkan efekifion permyelengsiman
pemerintihan:

Bh antara Pasal 34 dun Pasal 35 disisipkan 1 (sam)
pasal yakni Pasal 34A, sehinggo berbunyi schagai
berikut:

(1)

Pasal 35A

Palam hal pelaksanaan pelatihan prajabatan
(Pendidikan dan  pelatihan  terintegrasi) bag
Cwon PNS tidak dapat dilaksanakan dalam
masa  percobasn  karenn  kondisl  tertentu,
pengangkatan Calon PRE menjadi PNS dapat
dilakukan setelah Calon PNS mengikuty dan
lulus pelatihan prigabatan.

(2) Kandisi .
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(2} Komdisi tertentu sebagaimune dimsksud pada
dyvatl [1) ditetapkan oleh Menten berdasarkan
pertimbangan ketersedinan anggaran, sarana
dan prosaranno  pelatibin, sumber daya
manusia  pelatthan, danfatau kebijakan
sirategis nasional.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah,
sehingga berbunyi sebagm berikour

Pagsal 46

(1) Pangkat merupakan  kedudukan  yang
menunjubkean tngkatan Jabutan

2] Pangkat sebagaimans dimaksud pade ayat (1)
dintur dalam Pernturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi
scbapai berihul:

Pasal 67

(1} Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan
bertanggung jowsb secara langsung kepada
pejabat  pimpinan  tinggt madys, pejabat
plmpinan tingg pratama, peinbat
acmimustrutor, alau pojebnl  pengawns  yang
memiliki  Keterkaitan dengan  pelaksanaon
tugas JF.

(@)  Penentuan  berhedudukan doan bertanggung
Jawanb secard langsung sobagauimane dimaksud
pada avat (1) disesunikan dengan  struktur
arganisasi masing-masing instansi pemerintah.

S, Ketentuan . . .
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KEetenfuan ayar (1) Pasal 74 ditambshion | (saiu)
hurul yakmi huruf d, sehinggs berbunyl sebaga
berikut:

Pasal 74

{1}  Pengangkatan: PNS ke dalom JF keahlinn dan
JF keterumpilan d Hukukan melalul
penganghkatan;

@, pertame;

b. perpindshan dori Jobstan lain;
c.  pensesunlan; atau

d. promosi,

{2} Scluin pengungluatun sebupaimans dimaksud
pads ayar (1), pengangkatan ke dalam JF
lertentu dapat dilakuksn melalul pengangkatan
PEPK.

(3] Jenis JF tertentu sebagamnans dimsksud pads
ayat |2) diatur dengan Peraturan Presiden.

(4) Ketentuan lebih lanjut mongenai told cam
pengangkatan JF melalul pengangkatan PPPR
diatur dengan Peratursn Pemernintah,

Keterituan Pasal 75 ayuat (1) hurwf e dihapus,
sehingga berbunyi sebamga berikur:

Pasal 75

(1) Pengangkatin dalam JF keahlian = melaln
pungangkatnn pertama sebogaimana dimaksod
dulum Pasit] 74 ayar (1) huruf a harus
mementihl persyuratan sobags berkoil:

.  berstatus PNS;

b, memillki [ntegritas dan moralitas  yang
baik;
¢. schat .
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sehat jasmani dan rohani;
berjezah  paling. rendah sarana  atau
diploma TV sesuai  dengan  kualifikosi
pendidikan yang dibutuhkan;
dihaprs;

nilai prestesi kerja paling sedikit bernilai

baik dalam 1 (satu) tahun terakhin; dan
syarnt  lainnyn  yang  ditetapkan  oleh
Menteri.

(2) Pengangkatan pertama sebhagaimana dimaksud
pada ayat [I) merupakan pengangkatan untuk
mengial lowongan kebutuhan JF yang telah
ditetapkan melalui pengadann PNS.

Ketenfuan Pasal 78 pyat (1) huraf e dihapus,
sehinggi berbunyi sebagai beriiost:

Pasal T8

(1) Penpangkatan dalam JF keterampilan melalu
pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat [1] hurmaf a harus
memenuhi persyarntan sebagnl berikut:

.
b,

n

berstatus PNS;

memiliki  integritas  dan moralitas  yang
bailk;

sehat jasmani dan rohani;

berijozah paling rendah sckolah lanjutan
tirigkat atas atau setara sesunl dengon
kualifikasi pendidikan yang dibutuhbkoan
dihapus;

nilai prestasi kKerja paling sedikit bernilai
baik dalam | {satu) tshun ternkhi; dan
syarat  lainnya yang ditetapkan oich
Menter.

(2} Pengangkatan . . .
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Pengangkatan pertama sebagiimana dimaksud
patla ayat (I} merupakan pengangkatan untuk
mengisi Jowongan kebutuhan JF yang telah
ditetapkan melalul pengadann PNS,

Ketentuan Pasal 99 ayat (3) ditambahkan 1 (satu)
huruf yakni buruf 5, dan ditambahkan 1 (satu) ayat
vakni ayal [8), sehinggn hertrnyi sehagal borikut:

(1)

]

(31

Pasat 99

Instansi pembina JF merupakan kementerigm,

lembags pemerinitak  nonkementerian,  atau

kescloretariatan lembaga negara yang sesual

kekkhususan mgns dan fungsinya ditetapkan

menjadi instansi pembinag suatu JF.

Instans: pembina berperan scbagm pengelola

JF yang menjadi tanggung jawabaya untuk

menjamin  terwujudnye standar kKoalitas dan

profesionalitas Jabaten,

Dalam melaksanakan peran ssbagaimana

dimaksud pada ayat (2), instansi pembina

memitliki tugas sebagal berikul:

#, inenyusun pedoman formanl JF;

b,  menyusun standar kompeténsi JF;

¢, menvusun petunjuk  pelaksanaan  dan
petunjuk teknis JF;

d. menvusun standar kaahitas hasil kerja dan
pedoman  penilidan kKuslites hastl  kerja
pejabat fungsional:

. metvusun  pedoman penubisan karya
tulis/karya ilminh yang beruifat inovatif di
bidang tugas JF;

f. menyusun . . .
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menyusun kunkulum pelatiban JF;
menvelengearakoan pelitihan JF|

ki penyclenggarann pelatihan
fungsional pada lembaga pelatihian;
menyelengparakan ufi kompetensi JF;
menganalisis Kebutuhan pelatihsan
fungmional (i bideng tugas JF;

mclakukan sosialisas peronjuk
peinksanasan dan petunjuk tekmis JF;
mengembangkan sistem informasi JF
memfasilitost pelaksanaan tugas pokok JF;
memfasilitasi  pembenlukan  Orgamsas
profes JF;

memlasilitus penyusunan dan penctspan
kode 2k projesi dan kode pl:r':lukﬁ JF;
melakubkan akreditusi prlatthan fungsional
dengan: mengacy kKepada kotentuan . yang
telah ditelaploan oleh LAN;

melakukon  pemontauan  dan  evaluasi
penerapan  JF di oselurubh Instansi
Pemerintzh yong mengpunakan Jahatan
terscbit]

melakukan  koordinani  dengan  instansi
pengeiing dalam rardghs pembitann karier
peiabat fungsiona!; dan

menvusun informusi faktor jabatan untuk
evalunsl jnbatan.

Uji kompetensi sebognimuans dimdksud pado
ayat (3) hurul 1 depat dilakukan oleh Instansi
Pemerintnh - penggunn JF sewclah  mendapat
nkreditasi dor] instens| pembina.

(5) Instonsi
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Instansi pembina dalam melaksanakan tugas
pengelolagpn wajib menyvampaikan  secara
berkala sevap tmhun hasil pelaksapann tugas
schagaimann dimaksud pada ayat [3) buruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huraf e, huruf i,
hurul k, hural 1, bural m, hural n; huaraf o,
hursf q, dan huraf 1, pengelolaan JF yang
dibinanva  sesuai  dengan  perkembangan
pelaknansan JF  kepadih  Menteri  dengan
iembusan Kepala BEN.

Instansi  pembinad meonvampailknn  sccara
berkaly  setiap  tahun  pelaksanuan  tugas
sebagaimann dimaksud pada ayat (3] haraf [,
hurd g, hurul h, hurd! || dan hurul p kepada
Menteri dengan tembusan Kepala LAN
Kefentuan lebih Liarijut mengend
penyelenggaraan  uji  kompetensi  JF
sebagaimann dimakeud pada ayat (3] hunaf i
diatur dengan Peraturan Menteri,

Ketentuan lebih lanjut ‘mengenal panyusunan
informasi  faktor  jabatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {(3) huruf » diatur dengan
Peraturan Menten.

Ketentuan Pasil 106 diubah, sehinggn berouny
sohagnl berikout:

(1)

Pasil 106

JPT utama dan JPT mucdyn tertentu dapat diisi
dani kalangan non-PNS dengan persetiujuan
Presiden vang perggsiannya dilakakan secam
terbuka dnn kompetitil serta ditetapkan dalam
Keputusan Presiden.

(2) JPT ...
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JPT wiams din JPT madya tertentu di bidang
rahasia negara, pertahsnan. keamanan,
perigelalaan aparatur negara, kescKretariatan
negara, pengelolaan sumber dava alam tidak
dapat diisi dari kalangan non-PNS,

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat
[2} dapat dikecuplikan sepanjang mendnpatkan
persety)uan dars Presiden setelah
mendapatikan  pertimbangnn  dari Menterd,
Kepala BEKN, dan Menteri Keuangan.

Ketentuan leblh lanjur mengenal JPT utama
dan JPT madva tertentu vang dapat diisi dari
kalangan non-PNS  sebagaimana  dimaksud
poada avat (1) diatur dengan  Petatuman
Presiden.

Ketantuan Pasal 107 diubah, sehinggs berbunyi
schagal berikut:

(1)

Pasal 107

Persyaratan untuk dapat dianghst dalam JPT
dari kalangan PNS sebhagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 sebagu berikut:

wo JPT utienig
1. memliliki kualifikas] pendidikan paling
rentlah sarjana atau diploma IV;
2. memiliki Kompetensi Teknis,
Karmpetens Munajerial, dun

Kompetensi  Sosinl Kultural  sesuai
standar kompetens:  Jabatan  yang:
ditetaplkan;

3. memililki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas  vang terkait  dengan
Jabathnn yang okan diduduki sécara
kumulatif paling singkat selama
10 {scpuluhj tahun;

4, seclang . , .
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sedang atau pernah mendudulki JPT
madva &iau JF jenjang ahli utama
paling singimt 2 (dua) tahun;

memilikl  rekam  Jejak  Jabatan,
integritas, dan moralhitas yang baik;
usia paling tinggl 58 (lima puluh
delapan] tahun; dan

sehat jnsman dan rohan.

b, JPT madya:

1.

memilikt kuslifikas) pendidikan paling
rendah sarjana atau diploma IV;
memiliki Kampetensi Teknis,
Kompetensi Maonajeral, dan
Kompetensi  Sosinl  Kultural  sesuai
standar hompetens) Jabaman  yang
ditetapkan;

memiliki pengalaman Jabatan dalam
badang - tugas yang terkann  dengan
Jabatan vang akan diduduki secara
Eumulotl  paling singkat  selama 7
(rujub) tahun,

sedang atau pernahl mendudukl JPT
pratamy atau JF jenjang ahll utamn
pahng singhkat 2 {dun) tahun,

memilikik  rekam jejak  Jabatan,
integriias, dan moralitas yang batk;
usio paling tinggi 58 (ima puluhb
delapart) tnhiin; dan

sehat jusimani dan rohuni

cJPT ...
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e, JPT pratama:

T

memilila kualifikasi pendidikan paling
rercdal sarjuna atau diploma 1V
memiliki Kampetensi Teknis,
Komperensi Manajerial, dan
Kompetens:  Sosiul  Kultural  sesusi
stondar  kompetensi  Jabalidn  yang
ditetapkan;

memilils pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkail  dengan
Jubatan yang onkan diduduki secara
kumulau! paling wurang selama 5
{Vima) tahun;

sedung  atau permah  menduduki
Jabatmn administrator atau JF jenpang
abll madva paling singkat 2 (dua)
tahiun;

memiliki  rekam jejak  Jahatan,
integritas, don moralites yang baik;
usia paling tingel 56 (ima puluh enam)
tahun; dan

schat jasmani dan rohani.

Ketentuan persyamatan sebagaimans dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan
terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan
Presiden

11, Ketenuan . . .
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11. Ketentuan Pasal 108 diubah, schingga berbunyi
sebagal berikut

Pnsal 108

(1) Persvaratan untuk dapat diangkst dalam JPT
dan kalengan non-PNS scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 avat (1) sebagai benkut:

i, JPT utarus:

1.
3.

3

8

9

wargn negara Indonesing
memiliki kunlifikanl pendidikan paling

rendah pascasarjana;
memiliki Kompretensi Teknis,
Kompetensi  Manajerial, dan

Kompetens Sosial Kultural senual
standar  kompetensi  Jabatan  vang
ditetapkan;

memiliki pengalaman Jabstan dalam
ydang tuges  yang terkait  dengan
Jabatun yang nkan diduyduk
securn kumulatf paling  smgkat 15
[hma belas) tahiun;

tdok menjadi anppota siau pengurus
partai politik paling singknt 5 {lima)
thuri sebelum pendafiarnn;

tidak permah dipidans dengan pidana
penjara, :

memilixi.  rekam  jejak  Jaebatan,
integritaa, dan moralitas vang baik;
unia  paling tinggi S8 (lma pulub
delapin) tahiin;

sehat jusmani dan-rohani; dan

10. undak pernah  diberhentkan ndak

dengan hormat  dari PRS,  PPPK,
prajurit Tentara Noastonal Indonesia,
nngeotn Kepolimmn Negara Repuhilik
Indonesin atau pegawnl Swasta.

b.JPT ...
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b. JPT madya:

L.
d.

warga negara Indonesia;

memilik] kualifikasi pendidikan paling
rencluh pascasarjany;

memiliki Rompetensi Teknis,
Rompetensi  Manajenial, dian

Kompetensi Sesial Kultural SR
standar  kompetensi  Jabatan  yang
dibutuhkan;

memilikl pengalaman  Jabatary dalim
bidang tupas yang terkait dengan
Jubatsn yang akimn diduduki
secara kumulatifl paling  singkal 10
{sepuiluh) wmhun;

tidak menjadi anggota / pengurus partai
politik paling singhat 5 (lima) tahun
sebelum pendaftsran;

tdak pornah dipidons dengan pidans
penjrn

memilikl  rekam  jojuke  Jdbatan,
integritas,  dan moralites yang baik;
usia peling tingg 58 (lima pulubh
delapan} tahun;

sehal jusmani dan rohani; dan
- tidak pernah  diberhentikan tidak
dengan hormat dan PNS, PPPK,
prajurit Tentara  Nasional Indonesia,
angeota Kepolisian Negara  Republik
Indonesia atau pegawal  swastn

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada

ayat (1) dapat dikecualiken dengan

terlebih dahuly mendapatkan persetujuan
Presiden.

12, Ketentuan . . .
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12. Ketentuan Pasal 132 diubah, schinggs berbunyi
schagai berikut:

13,

1

2

(3

Pasal 132

Pengisian JPT melalul mutasi dari satu JPT ke
JPT yang lain dalam satu instansi maupun
aritar instansi dapat dilakukan melalui uji
kompetensl di antara pejabat pimpinan tinggi.
Mutani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi syamit:
a. -sesunt standar kompetens) Jabatan; dan
b. telah menduduki Jabatan paling singhat 2
{dua) twhun dan paling lama 5 (lima)
tahun.
Pengisian JPT sebagaimana dimalcsud pada ayat
(1} dilakukan berkoordinas] dengan HKomisi
Aparatur Sipil Negarm.

Ketentuan huruf ¢ Pasal 159 dihapus, sehinggs
berbunyi schagai berikut:

Pasal 159

Persyfirantan untuk dapat diangket dalam JPT dari
prajurit Tentara Nuasional [ndonesia  dan  anggots
Kepolisinn  Negarm  Republik  Indonesin  setelah
mengundurkan diri dan dines aknf sebagnimans
dimakmud dalam Pasal 157 sebagal berikut

JPT utama:

1. memiliki |lualifikasi  pendidikan  paling
rendah pascasarjana;

2. memilikh Kompéetens: Teknis, Kompetensi
Manajerinl, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesuni stundar kompetensl Jabatan yoang
ditetapkan;

3. memiliki . . .
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3. memiliki peéngalaman  Jabatan  dalam
bidang tugns yang terksit dengan Jabatan
vang akan didudulkd secarm kumulatif
pading singkat selama 10 (sepulub) mhun;

4. memiliki reknm jejak Jabatan, integritas,
din moralitas vang baik;

5. usia paling tinggi 55 (lima pulub lima)
tahun; dan

6. sehat jnamanl dan rohani,

b, JPT madya

1. memiliki kualifikssi pendidikan paling
rendah pascasarjana;

2. memilikd Kompetensi Tekriis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesuanl standar Kompetensi Jabstan yang
ditetapikan;

3. memiliki  pengalaman  Jabatan  dalam
bidang tugns yvang terkalt dengan Jabutan
yvang akan diduduki seccara  Kumularf
paling smgkat selama 7 (mujuh) tabum;

4. memiliki reknm jejuk Jubatan, ntegritas,
dan moralitas vang batk;

5. wusia paling tinggi 55 (lima pulub lmao}
tabun; dan

6. sehat jaxmani dan rohani

c. Dihapus,
14. Ketentuan Pasal 178 diubah, schingga berbunyi
sebogai beriloun
Pasal 178

Selnin mutasi  dan/atau  promosl  sebagaimana
dimaksad dalam Pasal 177 ayat (3], pengrmbangan
karier dapat dilakukan melalul penugasan.

SK No 023834 A
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15. Diantara aval (1) dan avat (2) Pasal 202 disisipkan |
{saful) ayat, yakni avat [la) serta aymt (2) diubah,
sehingga berbunyt sebagal beriboul

16.

(%)

(1a)

12)

Pusal 202

Penugasan sebagaimana dimeksud dalam
Pasal |78 meripakan penugasan PNS untuk
melaksanakan tugas Jabutar di linghoungan
instansi  pemerintah stau e Jusr  instansi
pomenninh dolam jengs waktu tertentu.
Penupasan schagaimana dimaksud pada avat
11) dilabsanaknan dalam rangka optimalisasi
peluksanaan tugas dan pencapaian  kanerjn
Organisasi.

Ketentuan lebill lanjut mengenal peaugasin
dintur dengan Peraturan Menter,

Di antarn ayat (4) dan ayat (5) Pasal 203 disisipkan 1
[saru) ayut yakm ayat (4a), sehingga berbunyt sebagai
berikut:

(1)

2]

Pasal 203

Pengembangan hompetensi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 162 merupaksn upava
untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS
dengan  standar  kompetensi  Jabatan  dan
rencani pengembuangan karier,
Pengembangan kompetenm sebapgalmana
dimaksud pada syat (1) dilakukan pada
tngkar
a. inatansi
b, nasional

[3) Setlap . . .
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(3] Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang
SHMA untuk dilkutsertakan dalam
pengembangan kompetenal | schagsumuna
dimaksud parclm avat 1. dengurn
memperhatikan  hasil penilainn  kinegun  dan
penilaian kompelensi PNS yang bersangkutan.

(4) Pengembungan kompetensi bagl setiap PNS
schagnimana dimaksud pada ayst ()
dilajfcukan paling sedilit 20 (dus pualuh) jom
pelajaran dalam 1 {satu)j tahoan,

(4a} Pengembangan  kompetenst  scbagsmmeing
dimaksud pada ayat (3] dilaksanakan melalu
pondekatan sistem pembelajaran  terintegrani
(corporate uriisersity).

[3) Untuk  menyelengearakan  pengembangan
kompetens: scbagaimans dimaksud pada Ayat

{1}, PPK wajih:

#, menetapkan  kKebutuhan dan  renciha
prriprmbanesn kempetensi,

b, melaksanakan pengrmbangsn kompelensi;
i

c. melaksanukan evaluasl pengembangan
komnpetenst.

Ketentuan Pasal 217 diuhah, sehingga berbunyi
schagni berikut:

Pasal 217
(1} Pelaksannan  penpembangan Homipetensi
Manajerial dilakulkan melalui jalur petatihan,

(2] Peliksanasn  pengembangan  Kompetensi
Manajerial melalui jalur pelatihan se¢bagaimanu
dimaksud pada gyt (1) dilakokan melaho
peletihan stritktaral.

{3} Pelatihan . .
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3] Pelatihan strukturil scbagaimana  dimaksud
padi avat {2) terdir atas:
n,  kepemimpinan madyn;
b,  kepemimpinan pratamao,
c. kepemimpinan administralor; dan
d.  hepomimpinan pengawns,

18. Di antars Pasal 217 dan Pasal 218 dindsipkan 2 [dua)
pasal, vakni Pasal 217A dan Pasal 2178, schingga
berbuny) sebagai berikut:

Pasal 217A

(1} Pelatihan  strukiural  kepemimpinan madya
diselenggarakan nleh LAN.

(2) Pelatthan strukhiral keposimpinan pratams,
kepemimprinan administrator, dan
kepemnimpinan pangawas disclenggarakan oleh
LAN mtau lembaga pelatthan  pemernintah
terakreditant

(3] Ketentuan lebih Lanjut mEngenal

punyelenggaraan pelatihan struktural
kepemimpinan distur dengan Persturan LAN,

Pasal 217B

(1) Akreditasi peiatihan struktural kepemimpinan
dilaksanakan aleh LAN.

(21 Duilam pelaksnnman pengembangan
Kompetensi Mangjerial sebagalimona dimaksud
dalams Pasal 217 ayat (1), LAN dapai
menyetarakan pelatiban kepemimpinan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

3 Ketentuan lebsh lofiut mengenad akreditionl dih
penyetarnan pelatihan kepemimpinan
sebagnimana tersebul psxds ayat (1) dan avat (2
diatur dengan Peraturan LAN.

19, Ketentuan . ,

SK No (123837 A
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19. Ketentuun Pasal 250 diubah, schingga berbunyi
s=hagai benlout:

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengun hormat upabila:

B

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila
dun Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

dihukum penjara atau kurungan berdasarknn
putusan  pengadilan  yang telah  memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakuloan
tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak
pidanis  kejahatan  yang ada  hubungannys
dengan Jabatan;

menjadi  anggota  don/aay  penguarus  partad
politik; atau

dipidana dengin pidans penjara berdasarkan
putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki
kekuatan  hukum  tetap  kiarenn  melakukan
tindak pidana dengan hukuman pidana penjarn
paling smgkat 3 (dus) whun don pidana yang
dilakuksn dengan beérencana.

20. Ketentuan Pasal 254 divbah, schingga berbunyi
sebagai berilout:

(1)

Pasal 254

PNS wajib mengundurkan dinn scbagaa PNS
pacdn sant ditetnpkan sebagni calon Presiden
dart Wakil Presiden, Ketoas, Wakil Ketus, dan
Anggots Dewan Perwakilun Rakyar, Ketud,
Wakil Ketun, dan Anggota Dewan Perwaldlun
Paerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati/Wallkols  dan Wakil  Bupati/Wakil
Walikota olech lembaga yong |Thertugos
melnksanakan pemilihan umum.

{2) Pernywtaan . . .
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Fernyataan pengundiran  din sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditank
kembali

PNS wvang mengundurkan dirt sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diberhentikan dengoan
hormat sebagni PRS.

PNS vung iielanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud pada avar (1) diberhentikon tidok
dengan h::_l;ﬁml schagui PNS.

Pemberhentiaon dengan Hormat sehaga) PNS
sebagaimana dimaksod pada ayat (3) berlaku
terhitung el akhic bulan sejuk PNS yang
bersangkutan  ditetapkan  sebagai  calon
Presidenn dan Walkil Presiden, Ketua, Wakil
Retus, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat,
Ketsa, Waldl Kerun, dan  Angwots Dewan
Porwakilann  Daerah, CGubernur  dan  Wakil
Gubemur, atau Hupatl/Waliketa dan Wakil
Bupati/Waldl Walikots oleh lembasd  yang
bertugas meldkssnakan pemiliban umum.

21. Ketentuan Pasal 280 diubah, sehinggo berbunyi
sebagai berfkut:

22.

Pasal 280

Pemberhentinn sementara sebagaimana o imaksud
ditlam Pasal 276 huruf ¢ berlaku sejak PNS ditahan,

Ketentuan Paaal 315 diubah, sehingea berbunyt
sebogni berileut:

Pasal 315

PNS vang menduduki Jubatan guru pads sekolah
dan Jsbatan dosen pada perpurcan tngm  yang
mendapat liburan menuwrut peraturan perundang-
undangan, berhak mendapatkan cuth ahunan,

23, Ketentuan . . .
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23. Ketentussl Pasal 320 diubah, sehingsa berbunyi
schagai berikut:
Pasal 320

(1) PNS yong sakit berhak wtes cuti sakit, dengan
ketentusn PNS vang bersangkutan  harus
mengajukan permintaan secarn tertulis kepodi
PPK atau pejnbal yang menerima delegani
wewenang untuk memberikan hak atos cut
salit dengan melompirksn surul keterangan
doktcr bark di dalam maupun luar negen yang
memillici izin prakiek yang dikelusrkan oleh
pelabut/ malans] yang berwenang.

(2) Surmt  keterangan  dokter  schagaimana
dimaksud pada ayat (1} paling sedikit memuat
pernyataan tentang periunya dibeninn cufb,
lamapya cuti, don keterangen  lamn  yaog
diperiukan.

(3) Huak stas cutl sakit sebagaimana dimaksd
pada ayat {1} dibonksn untuk waktu paling
lama 1 [satu) tahun,

(4) Jangka waktu  cuti  sakit  schagaimans
ditnaksud pada ayat (2} dapat ditambah untuk
paling lama & (enam) bulan apabilo diperiukan,
berdassrkan sural keterangan um  pengu)ji
kesehatan yang ditetapkan oleh Menten yang
menyelenggnrakuh  urusan pemerintabhan  di
bidung kesehatan

{3) PNS wang nodak sembub don penvakitnya
dalam jungks wakty sebagaimans dimaksud
pada ayat {3) dan ayat {4), harda diugi kembali
kesehpmnnya oleh tim penguji keschatan ying

ditttapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan wrusan  pemerintahan  di
bidang kesehatan,

16} Apatsiln .

SK No 023840 A
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Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan
schagaimans dimaksud pads avat 5] PNS
belum’ sembuth dari penvakitnyn, PNS vang
bersangkutan  diberhentikan  dengun hormat
dari Jabatannyn lkarena sakit  dengnn
mendapat uang tunggu  sésum  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangsn,

. Ketentuin Pasal 329 diantara avat (1) dan ayat [2)

cisisipkan 1 (s=tu) avat vakni ayat (la), dan ayat {2}
sampai dengen wyat (4 diubah, schingga berbunyi
sebapni berilout

1)

(1a)

12

131

Pasal 334
Hak stas cuti schagaimana dimaksud dalam
Pasal 210 huruf & sumpsu dengan hurafl & yang
kan dijalankan ' di lusr neger, hanya daput
dibrikan vleh PPH.
Dalam  hal dipérlukan PPK scbagaimani
dimaksud puda avet (!) depat memberkan
kunsa kepada pejabat lun & lingkungannya.
Dalam hal yang mendesak, schingga PNS vang
hersangkutan ndak  dapat | menungigu
keputusan dari PPK atau pejabat lam vang
mendapat kuasa schagaimana dimaksud pada
ayat [1) dan ayat [1a), pejabat yang tertingg di
tempat PNS vang bersangkutan bekernja dapat
memberikan izin sementara secara tertulis
unrik menggunalan hak ntos cuti.
Pemberian izin  sementarn sebagnimana
ditnadksud  pada  ayat  [2) harus  segera
diberitshulean keppsda PPK atau pejabat lain
vang mendapat kuasa.

4y FPR . ..
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(4] PPK stau pojubal lain yang mendapal kosss
setelah menéring pemberithhusn sebaguimana
dimaksid pada ayat [3) memberikar hak stns
cutl kepary PNS yang baranrighkutan.

Ketentuan Pasal 349 ayat {1} diubah diambahkan 1
{satu] hund yalni huraf k, aystl (2) diubah, dan
ditambahkan 1 [satu] ayat ynkni ayal {3}, sehinges
berbunyl sebagal berikut:

Pass] 349

(1) PNS vang dianglkat monjad:

1

& n

=0

'.-"'.—F' b=

=

ketus, wakil Lketun, dan anggots
Mahknmoh Konstiiusi;

Ketua, wokil Jeotun, don angpols Bedsn
Pemerilkad Kewangan;

ketua, walal kelua, dan anggota Komisi
Yudislal;

Eolun dan wakil kotun Komist
Pemboranissan Tindek Prdana Korupsi;
menter] dan jabatan setingkut menteri;
Ecpaln perwakilan Republik Indonesia di
luar negen vung  berkedudukan sebagail
Duta Hesar Lunr Biasa dan Berkusss
Penuh)

pimpinan ooy YT lembaga
nonsirakinral;

wakil menteri;

ataf khusus,

pimpinan, amau staf  pada  organisasi
internasional; dan

Jabatan  lain  pada  Jembegh  selain
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementeriun  yatg diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden;

pada sant mencapal Butas Usls Penslun selama
masa  jabatanmya, diberhentikan  dengan
hormat sebagai PNS, dengan mendapat hak
kepegawatat herdasarkan ketentuan peraturan
perundung-undangan.

(2) Batan .
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Batss Usia Pepsiun PNS  ssbagalmana
dimak=ud pada ayat (1) edalah 58 (ima puluh
delapan) tnhun dikecuslilkan bagi PNS yvang
menduduki JF.

Batas Usia Pensiun bagl PNS yang dikecualikan
sehagaimana dimaksud pada amr (2
ditetspkan sesum dengan Balas Usia Pensiun
pada JF terakhir vang diduduki.

. Ketentuan BAB XIII ditambahkan 1 (satu) bagian

yukni Bagion Kelime, 2 (dua} pasal vakni Pasal A5OA
dan Pasal 3508, schinggs Bagien Kelima berbunvi
sébagnl berflout:

Bagian Kelima

Penyetarpan Jabatan PNS Karena Penataan Birokrasi

. Dl antara Pasal 350 dan Pasal 351 disisipkan 2 (dua)

pasal, yakni Pasil 350A dan Pasal 3508, sshingga
berbunyl sebagal berikut:

i

2

{1

Pasal 3504

Dalam hal diperlukan penataan  birokrasi,
penyesumian  jabatan ke  dalam  JF  dapat
dilakoukan penyetiurnnn fabirtan.

Penyvetaraan jabatun  schogeimana  dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peratursn Menteri.

Pasal 3508

Dalum hal lerjmdi perubaban kebyjakan
pemerintah mengenal penathnn birokerasi yang
berdampak terhadsp perubshan pengueturan
matiajemen aparatur sipil negara pads instanst
pemerintah maka Presiden dapat menerbitkan
Peraturan Presiden.

Penerbitan  Peroturan  Presiden  sebagninans
dimeksud pada ayar (1) disertai dengan

28, Ketentuan . . .
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Eotentusn Pasal 352 diubah, mrhk:gga besbunyl
sebagit berkue:

Paoal 352

Pungkat dan golongan ruang PNS vang sudah ada
pada asat Peoraturan Pemerinteh inmt mulai berlaku,
tetap  berlaku sampal dengan  diberiakukannya
ketentuan meongonsd  pangkat PNS  berdaserkan
Peraturan Pemerintah mengenai pangkat, gnjl, dan
tunjangan  PNS  schagal  pelaksanson  Undang-
Undang Nemor 5 Tehun 2014 lentang Aparatur Sipil
Nefuura.

Di anwira Pasil 352 dan Pasal 353 disisipkan 1
[satv) pa=al yaknl Posal 3524, schinggs berbunyi
sebapai benikout

Pasal 362A

Pangloat dan golongan ruang masih dipergunsksn
sehogal svardl penganghatan dulam jabiatan sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang
mengatur tentung pangkat.

Dl antarn Pasil 360 dan Pasal 361 disisipkan |

(satu) Pasal, yakn| Pasal J6UA, schingga berbunyi
sebagn benkut

Praal 3604

Tunjangan Jabnion Fungeional tetap  dapat

dibayarkan sampai dengan diundangkannya
Peraturan Pemerintsh yang mengatur tentang gsji,
tunjangan. dan fasilitas,

Pasal 1

Peraturan Pemerintah ni malag berlaku padse tanggsl
diundangkan.

Agar . .
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Agar sotinp omng mengetehuinys, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Pemerintah  ini dengan

penempatannys  dalam  Lembaran, Negara  Republik
indonesin

Ditetuphkan di Jakarta
poddi tanggsl 28 Februan 2020

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,
ctd

JOKED WIDODo

Thundangkan &i Jaksrts
pecki tangpal 28 Februan 2020

MENTER]I HUKUM DAN HAK ABASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

g

YASONRA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesual dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHURN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGER] SIFIL

I, UMUM

Penyelenggaraan Mansjernen; FNS dilnksunakan oleh Presiden
selaku pemegang kekussaan fertinggl pembinman ASN dengan
kewenangan untuk  kewenangan menetapkun  pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen
PNS dl Instansi Pemetintah sesuidi dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan, Seclanjutnys, kewenangan tersebut dapat
didelegasilcan kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentiun PNS sesuni dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan. Namun demikian, spabila ferjudi
pelanggarnn prinalp sistem merdt yang dilakukan oleh PPK atals
untuk meningkatkan efektifitas  penyelenggaraan pemerintahan,
Presider| dapat mennrik kembali pendelepaninn kewenangan,

Untuk pemenuhnn kebutuhan organisani dan pengembangan
karier PNS, pengisian JPT melalu mutasi dari satu JPT ke JPT yang
lain dapat dilakulmn dalam satu instansi dan antar instansi melalui
uji kompetensi sesuai dengan persyarstan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Seluin JPT, diebagn juininas karer PNS vang
ditugaakan, periu diatur kemball terkait dengan ketentuan batas usia
pensiun pejabat fungsional yang diberhenctkan sementarn. Lebih
lanjut, selnin mutasi dun/atee promosd, pengembangan karier juea
dapat dilakukan melalui penugnsan lingkungan instansi pemerintah
atny di luar instuns! pemerintab vang dilakisandkan dalam fangka
optimalisasi pelaksanann tugas dan pencapaian kinerja ornganisisi

Dalam . . .

SK No 023846 A
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Dalam hal pengembangan karier PNS dalam JF, Pojabat
Fungsionul berkedudukan dibswah dan bertanggung jswab secarn
langsung kepada pejnbal pimpinan tinggl madya, pejabat pimpinan
tinggi protama, pejobat administrotor, dthu pejobat pengawas yvang
memiliki  heterksitan:  dengan pelaksansan  tugns  JF,  dan
penganghkatan PNS dalam JF dilakukan melaiui pengangkeran
pertama, pengunghkatan perpindahan, pengangkatan penyesunlan/
inpassing, dan promosl, Selain ity, dengan adoanya  penctapan
kedudukan JF wersebut, meks Instansd Pembinn memiita tugas pula
dalam mietvusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan,

Salyh satu hak bagi PNS yallu pengembangan kompetensi
dan cuti, Pada dasamyn pengembangan kompetensi  adalah
merupnkan upaya untuk pemenuban kebutuhan kompetensi PNS
dengan standar kempetensi Jabatan dan rencana pengembangan
karjer. Saat mi, metode yang tepat dalam pengembangan kompetens)
vaitu pendckatan sistem pembelajaran  terintegrasi (corporile
urniversity].  Sedanghnn  cuti  diluksanekan  untuk  menjamin
pemenuhan hak atas kepegaran usmani dan robani PNS.

Penatasn  birokrass merupakan salah  sam Kebijakan
pemerintah  yang bertujuan  salah  satunyn adaléh  untuk
penvederbanunn birokrusi. Kebijuknn int dapst berdampak terhidap
perubahan  pengaturan manajemen aparaner sipil negara  pada
instansi pemeriniah maka Presiden dapat menerbitken Peraturan
Presiden. Adalah tugas pemenintab untuk tetap dapat menjamin
jarier dan Juga hak PNS vang terkena dampak penatiaan birokoas
dalam petiyvelenggarann manalemen,

Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengunai beberapa
perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yeng mengatur tentang
pendelegasian kewenangan Presiden, kedudukan JF, mutas: JPT,
penugasan PNS, pengembangan kompetensi, BUP Pejubat Fungsional
yang diberhentikan sementara, dan ketentuan penyetaraan jabatan
akibat dar penatasn birokrosi

H.PASAL . ..
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IIl. PASAL DEMI PASAL

Pasal |

SK No D23848 A

Angha |
Pasal 3
Cukup jelus
Anpthat 2
Pasal 34A
Culkup jelas.
Angka 3
Pusal 46
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 67
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 74
Cukup jelas.
Angkn 6
Pasal 75
Cuakup jelas.
Angka 7
Pusal 78
Cukup [elan.
Angka 8
Culkup jelos.
Angla 9
Pasal 106
Cukup jelas.

Angkn 10. ..
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Angka 10
Pasal 107
Cukup |elas.
Angka 11
Pasal 108
Cukup jelas,
Angln 12
Pasal 132
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 159
Cukup jelas
Angha 14
Pasal 178
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 202
Culnup jelas,
Angka 16
Pasal 303
Cukup jelas.
Anglea 17
Pasal 217
Cukup jelas.
Angla 18
Pasal 217A
Cukup jelas.
Pasal 217TH
Cukoup jelns.
Angka 19
Pasal 250
Cukup jelas.

Anghn 20 .
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Angka 20
Pasal 264

Cukup jolas,

Angla 21
Pasal 280
Cukup jeles
Angla 22
Pasal 315
Cukup jelas
Angka 23
Pasal 320

Cultup jelas,

Angka 24
Pasal 339

Cukup jelas,

Anghka 25
Pasal 349

Cukup jelas.

Anigha 26
Cukup jelns.
Anglka 27
Pasal 350A
Avat (1)
Yang

jobatnn® adulah Pengangkatan

dimaksud de npgan “penyetnraan

Administroml ke
Fungstonal melaiul Penyesuaian/ Inpasaing

padsa jabatan fungsional yang setara.

Ayat (2]

Cukup jelis,

Pejubat

dalam Jabatan

Pasal 3508 ..
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B -

Ayat (1)

Yang  dimuksud  dengun  “herdampalk
terhadap perubahan pengaturan
mengjemen gparatur sipil negara” misalnva
adalah, pemetaan pegawai, pola kaner, peta
jabatan, peniluan kincria, hak kedangan
sepertl lunjanigan fangsional, kelas jahaman,
tunjangan kinerjn, atnyg hak PNS lainnva
scuual kelentuan  peraturan  perundang-
undangan,

Ayat (4)

Arpglen, 28
Pasal 351

Cukup jclay.

Cultup jclas.

Angksa 29
Pasal 352A

Cukup jelas

Angka 30
Pasal 360A

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
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